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ABSTRAK 

Hukum Islam dan hukum positif Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa 

perkawinan merupakan ikatan yang kuat untuk menuju kebahagiaan, kenyamanan 

bersama, ketentraman dan kesejahteraan rumah tangga. Ini artinya pertengkaran yang 

dapat mengakibatkan perceraian harus dihindarkan. Dalam mengantisipasi tingginya 

perkara cerai, Mahkamah Agung sebagai guardian of law telah berusaha menyusun 

PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi. Mediasi diterapkan di Pengadilan 

Agama di seluruh Indonesia dengan harapan untuk menekan berkurangnya angka 

perceraian dan solusi dalam penumpukan perkara. Pengadilan Agama Slawi adalah 

salah satu Pengadilan Agama yang mempunyai jumlah perceraian terbanyak di Jawa 

Tengah dalam level kelas 1B. Dalam dua tahun terakhir angka perceraian mencapai 

lebih dari 3000 perkara, khususnya cerai gugat yang mencapai 2700 perkara. Hal ini 

menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas mediasi yang diterapkan di PA Slawi. 

Oleh karena itu penelitian ini memfokuskan kajian pada proses mediasi di PA Slawi, 

bagaimana jika ditinjau dari hukum Islam dan bagaimana tingkat keberhasilannya, 

serta bagaimana efektivitas mediasi di PA Slawi. 

Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dan 

Pengadilan Agama Slawi sebagai objek penelitian. Teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan wawancara kepada responden, juga dengan mempelajari dokumen-

dokumen Pengadilan Agama Slawi yang berkaitan dengan tema yang diangkat dalam 

penelitian ini kemudian dianalisis dengan pendekatan normatif-yuridis. 

Hakim Pengadilan Agama Slawi melakukan mediasi sesuai dengan prosedur 

mediasi yang tertuang dalam PERMA No. 1 Tahun 2008. Jika ditinjau dari hukum 

Islam, penerapan mediasi di PA Slawi sudah sesuai dan tidak ada yang bertentangan, 

justru mediasi yang diterapkan di PA Slawi berdasarkan kemaslahatan yang terdapat 

dalam hukum Islam dan berkaca pada asas musyawarah. Namun, jika ditinjau dari 

PERMA No. 1 Tahun 2008 terdapat penyimpangan mengenai pemilihan mediator 

yang merupakan hak para pihak. Seringkali majelis hakim tidak memberikan 

kesempatan para pihak untuk memilih mediator melainkan mediator ditunjuk 

langsung oleh majelis hakim. 

Adanya mediasi di Pengadilan Agama Slawi tidak mempengaruhi jumlah 

perkara yang masuk, sehingga harapan MA untuk mengurangi masalah penumpukan 

perkara belum bisa terealisasi. Harapan untuk mendamaikan suami-istri yang 

berselisih secara umum juga belum dapat dikatakan efektif dikarenakan oleh 

beberapa aspek yang jika ditinjau dari teori efektivitas hukum yaitu penegak hukum 

dan masyarakat itu sendiri. Masyarakat belum mempunyai itikad baik untuk berdamai 

sekalipun sangat kooperatif dengan proses mediasi di PA Slawi. 
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MOTTO 

 

Jadilah manfaat untuk sekitarmu karena umur hanya 

sebentar ^_^ 
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KATA PENGANTAR 

 لله الرحوي الرحٍنبسن ا

با لله هي شر ّر اًفسٌا اى الحود لله ًحودٍ ًّستعٌٍَ ّ ًستغفرٍ ًّعْذ 

اشِد اى . لَ ٌضللَ فلا ُا دي لله فلا هضل لَ ّهيعوا لٌا هي ٌِد ااّهي سٍأت 

اللِنّ صل  .َ ّ اشِد اى هحودا عبدٍ ّ ر سْلَلا الَ الا ا لله ّحدٍ لا شرٌك ل

ّسلن على سٍّدًا هحوّد هفتاح باب رحوت الله عدد ها فً علن الله صلاة ّسلاها 

 )اهابعد( هلك الله ّعلى آلَ ّصحبَ ّسلّن.دائوٍي بدّام 

 Puja dan puji selalu penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, 

shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar 

Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya. 

Seiring ucapan puji serta syukur alhamdulillah atas berkat rahmat, taufiq 

dan hidayah-Nya, penyusun dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang 

berjudul : “TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN EFEKTIVITAS MEDIASI 

DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SLAWI 

KABUPATEN TEGAL JAWA TENGAH TAHUN 2013-2014.” 

Adapun skripsi ini disusun guna memenuhi tugas dan melengkapi 

persyaratan guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi huruf Arab yang dipakai penyusun skripsi ini berpedoman pada 

surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/ 1987 dan 0s936/U/1987. 

1. Konsonan Tunggal  

No  Huruf Arab Nama  Huruf Latin  Keterangan   

 Alif ا 1

 

tidak dilambangkan 

 Bā‟ B Be ة 2

 Tā‟ T Te ت 3

Ṡ ث 4 ā‟ ṡ  es (dengan titik diatas) 

 Jim J Je ج 5

Hā‟ ḥ ح 6  

ha (dengan titik di 

bawah) 

 Khā‟ Kh ka dan ha خ 7

 Dāl D De د 8

 Żāl Ż zet (dengan titik di atas) ذ 9

 Rā‟ R Er ر 10

 Zai Z Zet ز 11

 Sin S Es ش 12

 Syin Sy es dan ye ش 13

Ṣ ص 14 ād Ṣ  

es (dengan titik di 

bawah) 

Ḍad Ḍ ض 15  

de (dengan titik di 

bawah) 

Tā‟ ṭ ط 16  

te (dengan titik di 

bawah) 

Ẓ ظ 17 ā‟ Ẓ  

zet (dengan titik di 

bawah) 

 Ain „ koma terbalik diatas„ ع 18

 Gain G Ge غ 19

 Fā‟ F Ef ف 20

 Qāf Q Qi ق 21
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 Kāf K Ka ك 22

 Lām L El ل 23

 Mim M Em و 24

25 ٌ Nūn N En 

 Waw W We و 26

27 ِ Hā‟ H ha (dengan titik di atas) 

 Hamzah „ Apostrof ء 28

 Ya Y Ye ي 29

 

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

ةٌدَدِّعَتَيُ  

ةٌدَّعِ  

Ditulis 

Ditulis 

Muta‟addidah 

„iddah 

 

3. Ta’ marbutah di akhir kata 

a. Bila dimatikan ditulis h 

ةًٌَكْحِ  

ةٌيَسْجِ  

ditulis  

ditulis  

Hikmah 

Jizyah 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah 

diserap dalah bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya 

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.) 

b. Bila diikuti dengan kata sandang „al‟ serta bacaan kedua itu 

terpisah maka ditulis h 

ءِبيَنِوْبَانْةُايَ رَكَ  Ditulis Karāmah al-

auliyā 
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c. Bila ta‟ marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, 

Ḍammah ditulis h 

رِطْفِانْبةُكَزَ  Ditulis Zakāh al-fiṭ ri 

 

4. Vokal Pendek 

 َ

 ِ

 ُ

faṭ hah 

kasrah 

Ḍammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

A 

i 

u 

 

5. Vokal Panjang 

1 

2 

3 

4 

Fathah+alif 

Fathah+ ya‟ mati 

Kasrah+ ya‟ mati 

Dammah + wawu 

mati 

ةُيَهِهِبجَ  

ىسَُْتَ  

ىٌيْ رِكَ  

ضٌ وْ رُفُ  

ditulis 

itulis 

ditulis 

ditulis  

Ā : jāhiliyah 

Ā : tansā 

T :karīm 

Ū : furūd 

 

6. Vokal Rangkap 

1 

 

2 

Fathah ya mati 

ىْكَُُيْبَ  

Fathah wawu mati 

لُوْقَ  

 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis  

Ai 

Bainakum 

Au 

Qaul 
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7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

ىْتَُْأَأَ  

تْدَّعِأُ  

ىْتُ رْكَشَ ٍْئِنَ  

Ditulis 

Ditulis 

 

Ditulis  

A’antum 

U’iddat 

 

La’in syakartum 

 

8. Kata sandang Alif+ Lam 

a. Bila diikuti guruf Qomariyyah ditulis dengan menggunkan “I” 

ٌُآرْنقُاَ  

شُبيَقِنْاَ  

Ditulis 

Ditulis  

Al- Qur’ān 

Al-Qiyās 

b. Bila diikuti Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah 

yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (el) nya. 

بءًَُنسَاَ  

صًُْنشَّاَ  

Ditulis 

Ditulis  

As-samā 

Asy-syams 

 

9. Penyusunan kata dalam rangkaian kalimat 

ضِوْرُفُانْي وِذَ  

ةَُِانسُ مُهْأَ  

ditulis 

ditulis  

Zawi al- furūd 

Ahl as- Sunnah 

 

10. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 
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a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat 

dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur‟an, hadis, 

mazhab, syariat, lafaz. 

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan 

oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab 

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari 

negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, 

Ahmad Syukri Soleh. 

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya 

Tiko Hidayah, Mizan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah Negara hukum
1
 yang mempunyai konstitusi sebagai 

sarana untuk membentuk keteraturan masyarakat yang heterogen, multirasial 

dan multireligi. Sebagai konsekuensinya, “rules of law”
2
 dari konstitusi harus 

dijalankan secara adil dan tegas, kekuasaan kehakiman harus bebas dari 

tekanan pihak manapun baik eksekutif maupun legislatif. Sejak 

diamandemennya UUD 1945, Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) 

sebagai lembaga tertinggi di dalam kekuasaan kehakiman
3
 membawahi empat 

peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan 

Agama, Peradilan Militer
4
. Hal tersebut merupakan titik reformasi kekuasaan 

kehakiman yang membawa perubahan besar dan mendasar bagi kemajuan 

dunia hukum Indonesia. 

                                                           
1
 Lihat pasal 1 ayat (3) UUD 1945. 

 
2
 Rule of law harus menjamin tentang apa yang oleh masyarakat yang bersangkutan 

dipandang sebagai keadilan, khususnya keadilan sosial. Ada tidaknya rule of law dalam suatu 

negara dapat diukur dengan ada tidaknya perlakuan yang adil baik sesama warga negaranya 

maupun dengan negara itu sendiri. Diambil dari Sunarjati Hartono, Apakah Rule of Law itu? 

(Alumni: Bandung, 1969), hlm. 19-20. 

 
3
 Dalam pasal 24 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman 

merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum 

dan keadilan. Lihat Rimdan, Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi (Jakarta: 

Kencana Prenada median Group, 2012) Hlm. 37. 

 
4
 Pasal 24 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 



2 

 

MA yang dianggap sebagai “The Guardian of Indonesian Law”
5
 

merupakan puncak kekuasaan kehakiman tertinggi yang berperan sebagai 

katup penekan (pressure valve) dari berbagai macam pelanggaran, keteraturan 

dan ketertiban masyarakat.
6
 Artinya, peradilan dapat dikatakan sebagai 

alternatif terakhir bagi para pencari kebenaran dan keadilan karena secara 

teoritis peradilan adalah badan yang bertugas untuk mengupayakan kebenaran 

dan keadilan. 

Dalam asasnya peradilan menganut sistem asas sederhana, cepat dan 

biaya ringan, objektivitas, dan berasaskan demi Ketuhanan Yang Maha Esa.
7
 

Asas sederhana mengharuskan berbagai prosesnya dilakukan secara efektif 

dan efisien sehingga persidangan akan cepat selesai dan tidak memakan 

waktu yang berlarut-larut agar biaya yang dikeluarkan sedikit. Dengan asas 

yang demikian, kepercayaan masyarakat pada badan-badan peradilan akan 

meningkat. Selain itu juga, pengadilan harus dilaksanakan secara objektif,
8
 

sehingga keadilan akan tercapai. Sedangkan yang dimaksud dengan asas 

Ketuhanan Yang Maha Esa yaitu pengadilan mendasarkan prinsipnya pada 

                                                           
5
 Rimdan, Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen, hlm. 146. 

 
6
 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 

Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika) hlm. 229. 

 
7
 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi keempat (Yogyakarta: 

Liberty, 1993), hlm. 25. 

 
8
 Keharusan pengadilan bersifat Objektif diatur dalam pasal 5 UU No. 14 Tahun 1970 yang 

menjelaskan tentang asas objektivitas pengadilan yaitu bahwa Hakim harus bersifat objektif dan 

tidak memihak, jika para pihak dalam perkara keberatan dengan hakim yang mengadili maka dapat 

mengajukan hak ingkar sebagai jaminan. Lihat Sudikno mertokusumo, Hukum Acara, hlm. 19. 
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Pancasila (butir sila pertama) dan pasal 29 UUD 1945 yang menerangkan 

mengenai religiusitas Negara Indonesia. 

Namun, semua asas tersebut seakan tak berdaya ketika dibenturkan 

dengan keadaan masyarakat modern. Peradilan dianggap tidak efektif dalam 

melaksanakan tugasnya, gagasan asas biaya ringan, cepat dan sederhana tak 

berfungsi dan dianggap slogan kosong saja
9
. Peradilan pada kenyataannya 

membutuhkan waktu yang lama bahkan bertahun-tahun dalam menyelesaikan 

perkara dari mulai tingkat pertama, banding, dan kasasi. Terlebih dengan asas 

objektivitas yang kerap kali tidak dijalankan oleh hakim secara benar. 

Akibatnya, rasa ketidakpuasan pada putusan hasil sidang pun muncul, bahkan 

putusan tersebut seringkali tidak menyelesaikan masalah. 

Menurut Yahya Harahap sejak era 1980an sampai sekarang, kritik 

pedas yang sering dilontarkan kepada lembaga peradilan berkenaan dengan 

penyelesaian sengketa yang lambat, biaya perkara mahal, peradilan yang 

unresponsive, putusan pengadilan yang tidak menyelesaikan masalah, putusan 

pengadilan yang membingungkan, putusan pengadilan yang tidak 

memberikan kepastian hukum
10

, dan kemampuan para hakim yang bercorak 

generalis.
11

 

                                                           
9
 Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan 

(Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm.4-5. 
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 Yahya Harahap, “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, hlm. 233-235. 

 
11

 Hakim dianggap kurang profesional dan sangat minim kemampuannya. Lihat Yahya 

Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, hlm. 235. 
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Untuk mengatasi permasalahan pengadilan yang begitu kompleks di 

ekspos secara terbuka, muncul penyelesaian sengketa dengan jalan damai 

baik di dalam maupun di luar pengadilan. Alternatif Dispute Resolution 

(ADR) dianggap lebih efektif dan efisien dibanding penyelesaian sengketa 

lewat jalan litigasi di pengadilan, karena dalam ADR menggunakan sistem 

penyelesaian masalah “win-win solution” agar tidak ada pihak yang 

dimenangkan dan dikalahkan, berbeda dengan pengadilan yang selalu 

menentukan mana yang salah dan mana yang benar (win-lose solution). 

Dalam Hukum Islam proses penyelesaian masalah melalui jalan damai 

disebut dengan aṣ-Ṣulhu/ Ṣulhu/ Iṣlah. Secara bahasa aṣ-Ṣulhu artinya 

memutus pertengkaran/perselisihan dan dalam pengertian syariat Shulhu 

berarti jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang 

berlawanan
12

. Dasar dari adanya Aṣ-Ṣulhu dalam Islam yaitu: 

تّسحوىى لعلَكن لّهلٱ تَّمىاٱو أَخىيكن بيي فأَصلحىاْ إخىة لوؤهٌىىٱ إًَوا
13 

Dan di dalam pengertian sunah, Imam al-Tirmidzi meriwayatkan bahwa 

Rasulullah SAW. bersabda: 

حساها أحل أو حلالا حسم صلحا إلا الوسلويي بيي جائص الصلح
14
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 As Sayid Sabiq, Fiqh as-Sunnah  (Dār Albayān: Kuwait), jld. III, Juz XI-XIV: 305. 

 
13

 Al-Hujurāt (49): 10 

 
14

 Muhammad bin Isa al-Trimidzῑ, Sunan al-Tirmidzῑ (Mesir: Mauqi’u Wizarāti al-Auqāf 

al-Mishriyyah, tth) CD ROOM al-Maktabah al-Syāmilah, www.shamela.ws. Hadis No. 1403 vol. 

5 Hlm. 341. 
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Nash tersebut menjelaskan bahwa asas damai diantara dua orang 

muslim adalah lebih baik jika dibandingkan harus diproses secara hukum. Ini 

berarti bahwa ketika timbul adanya masalah antar orang-perorang (privat) 

sebaiknya diselesaikan  lewat jalan damai, atau kekeluargaan dan 

musyawarah. 

Dukungan dari masyarakat dan Agama terhadap mediasi mendorong 

adanya perbaikan dalam sistem litigasi di Pengadilan Agama. Hal ini juga 

dipengaruhi oleh kemanfaatan dan keuntungan adanya mediasi oleh pihak-

pihak yang bersengketa di luar pengadilan. Setelah diketahui berbagai 

manfaat dan keuntungan yang didapatkan dari mediasi sebagai penyelesaian 

sengketa diluar pengadilan, juga karena dorongan yuridis dari pasal 130 HIR 

dan 154 RBg, MA mulai mengintegrasikan mediasi di pengadilan dalam 

proses litigasi perdata/privat yang meliputi hukum keluarga, hukum 

kewarisan, hukum kekayaan, hukum perjanjian, dan hukum bisnis.
15

 Diawali 

dengan Rakernas tahun 2001 di Yogyakarta yang menghasilkan SEMA No. 1 

Tahun 2002 mengenai “Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama 

Menerapkan Lembaga Damai” yang diharapkan dengan adanya ide tersebut 

perkara yang masuk dalam tingkat banding akan berkurang disebabkan 

adanya penyelesaian perkara secara damai (mediasi). 

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) kemudian ditindak lanjuti 

dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003. 

                                                           
15

 Syahrizal Abbas, Agustina Arida (ed.), Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum adat, dan 

Hukum Nasional, cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 22.  
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Tetapi, PERMA Tahun 2003 dirasa kurang maksimal dan masih terlalu 

banyak kelemahan normatif
16

 sehingga pada tahun 2008 PERMA No. 2 

Tahun 2003 direvisi dan lahirlah PERMA No. 1 Tahun 2008. Dengan adanya 

peraturan tersebut, maka pengadilan mempunyai dua fungsi yaitu fungsi 

memutus dan fungsi mendamaikan
17

. Jika fungsi mendamaikan ini dijalankan 

maksimal oleh pengadilan maka fenomena terjadinya penumpukan perkara 

akan berkurang. Namun, pada kenyataannya penumpukan perkara tetap saja 

terjadi, bahkan banyak perkara yang tidak selesai dan berlanjut ditahun-tahun 

yang datang. Sudah sekitar enam tahun mediasi diterapkan secara sempurna 

di pengadilan sejak PERMA No. 1 Tahun 2008 dikeluarkan dan seharusnya 

fungsi mendamaikan di pengadilan semakin baik tetapi realitasnya tak 

berbicara demikian. 

Pengadilan Agama Brebes, Pengadilan Agama Slawi (selanjutnya 

disebut PA Slawi), Pengadilan Agama Wonosobo adalah sebagian contoh 

lembaga peradilan yang setiap tahun menyisakan ratusan perkara. PA Slawi 

yang masih berstatus Kelas 1B, dalam hal ini PA Slawi masih dikategorikan 

Pengadilan Agama yang memiliki sedikit perkara, tetapi data yang didapatkan 

tidak berbicara demikian. Setiap tahunnya PA Slawi menerima lebih dari 

3000 perkara, perkara yang paling banyak adalah perceraian yang mencapai 

3000 lebih perkara setiap tahun. Dengan perbandingan 2700 pada cerai gugat 

                                                           
16

 Lihat konsideran huruf e Perma No. 1 Tahun 2008 

  
17

 www.Pn-pekalongan.go.id, Akses tanggal 1 Januari 2015 pukul 10.47 WIB. 

 

http://www.pn-pekalongan.go.id/


7 

 

dan 982 cerai talak, perbandingannya mencapai 3:1 di tahun 2014.
18

 

Sedangkan perkara yang telah diputus (dikabulkan) dalam cerai gugat 

mencapai 2610 cerai gugat dan 830 cerai talak dan 5 perkara berhasil 

dimediasi, sehingga dapat dilihat bahwa kurang dari 1% perkara yang berhasil 

di mediasi. 

Dari data dan kenyataan tersebut perlu dicurigai tentang penerapan 

mediasi secara efektif dalam litigasi sebagai jalan meminimalisir perkara, 

bagaimana keadaan penerapan dan proses mediasi yang diterapkan di PA 

Slawi mengingat Lembaga tersebut masih bertaraf Kelas 1B tetapi jika ditilik 

dari jumlah perkara khususnya cerai gugat mendapati jumlah yang tinggi. 

Maka, penyusun tertarik untuk mengambil judul skripsi “Efektivitas Mediasi 

dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Slawi”. 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan 

pokok-pokok permasalahan yang ada, yaitu: 

1. Bagaimana penerapan mediasi dalam perkara cerai gugat di PA Slawi  

ditinjau dari PERMA No. 1 Tahun 2008 selama tahun 2013-2014? 

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan mediasi di PA 

Slawi? 

3. Bagaimana efektivitas mediasi di PA Slawi ditinjau dari teori efektivitas 

hukum selama tahun 2013-2014? 
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 Data Perkara Pengadilan Agama Slawi Tahun 2014, diambil dari www.Pa-slawi.go.id, 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diambil beberapa tujuan dari 

penelitian ini, yaitu: 

1. Untuk menjelaskan proses penerapan dan metode mediasi di PA Slawi 

serta tingkat keberhasilan mediasi di PA Slawi. 

2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam dalam melihat penerapan 

mediasi di PA Slawi. 

3. Untuk menjelaskan efektivitas mediasi dalam penerapan mediasi di PA 

Slawi. 

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih untuk kemajuan ilmu pengetahuan dalam lingkup Ilmu 

Hukum Islam. 

2. Secara praktis yaitu memberikan pemahaman tentang kondisi dan keadaan 

PA Slawi bersama dengan proses mediasi dan efektivitas mediasinya 

dalam beracara di PA Slawi. 

3. Diharapkan hasil karya ini dapat dijadikan rujukan bagi Pengadilan Agama 

di Indonesia sebagai bahan untuk evaluasi dalam prosedur dan penerapan 

mediasi di Pengadilan Agama. Juga bagi kalangan akademisi dapat 

dijadikan sumber untuk pengembangan pemikiran hukum Islam yang 

dinamis. 
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D. Telaah Pustaka 

Penelitian yang membahas mediasi telah banyak dilakukan. Hasil 

pencarian yang penyusun lakukan menemukan beberapa literatur yang 

berkaitan dengan mediasi, diantaranya adalah: 

Skripsi Abdul Gapur yang berjudul “Problem yang Dihadapi Hakim 

Mediator dalam Mediasi Perceraian Suami Istri di Pengadilan Agama 

Yogyakarta”,
19

 menjelaskan mengenai masalah-masalah mediasi yang 

dihadapi hakim mediator, Abdul Gapur juga menilai bahwa mediasi berjalan 

hanya sebagai formalitas saja dikarenakan adanya kendala teknis dan non 

teknis. Kendala teknis yang paling mempengaruhi adalah jumlah hakim 

mediator yang sangat sedikit. 

Berbeda dengan skripsi penyusun yang lebih menekankan pada 

efektivitas mediasi, skripsi Abdul Gapur hanya membahas mengenai problem 

yang dibatasi hakim mediator saja. Selain itu analisis yang digunakan juga 

sangat berbeda dengan skripsi penyusun. Jika abdul gapur meninjau hanya 

dengan sudut pandang Islam saja, maka penyusun meninjau mediasi dari 

berbagai teori. 

Skripsi Firdha Setyawan Maslakhul Huda yang berjudul “Tinjauan 

Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pelaksanaan dan Problematika 

Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Mungkid, Magelang-

                                                           
19

 Abdul Gapur, “Problem Yang Dihadapi Hakim Mediator dalam Mediasi Perceraian 

Suami Istri di Pengadilan Agama Yogyakarta,” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan 

Kalijaga (2010). Tidak diterbitkan. 
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Jawa Tengah Tahun 2011-2013,”
20

 meneliti mengenai keberhasilan dan 

problematika mediasi. Keberhasilan mediasi di PA Mungkid hanya 2,6 % dari 

360 perkara atau hanya 17 perkara yang berhasil. Dalam skripsinya, kendala 

mediasi yang terjadi yaitu prosedur mediasi yang belum diterapkan secara 

maksimal, kendala normatif dari para pihak dan kurangnya hakim mediator. 

Perbedaan skripsi Fridha Setyawan Maslakhul Huda dengan skripsi 

penyusun adalah teori yang digunakan. Meskipun sama-sama menggunakan 

tinjaun hukum Islam dan hukum positif, tetapi skripsi Firdha tidak 

menggunakan teori efektivitas hukum sebagai dasar analisis masalah. Ia 

hanya menggunakan hukum positif Indonesia secara umum yaitu PERMA 

No. 1 Tahun 2008 dan tidak ada teori khusus yang dijadikan bahan analisis. 

Skripsi Farah Nur Anggraini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam 

terhadap Praktik Mediasi dalam Menanggulangi Angka Perceraian di 

Pengadilan Agama Wonosobo Tahun 2012,”
21

 mendeskripsikan mengenai 

mediasi dalam perkara perceraian yang berguna untuk menanggulangi 

menumpuknya perkara. Terbukti dari keberhasilan mediasi, perkara di 

Pengadilan Agama Wonosobo berkurang banyak sehingga mediasi dapat 

dikatakan berhasil dan sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008. 

                                                           
20

 Firdha Setyawan Maslakhul Huda, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap 

Pelaksanaan dan Problematika Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Mungkid, 

Magelang, Jawa Tengah, Tahun 2011-2013,” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan 

Kalijaga (2013). Tidak diterbitkan. 

  
21

 Farah Nur Anggraini, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mediasi dalam 

Menanggulangi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo Tahun 2012,” Skripsi Fakultas 

Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2013). Tidak diterbitkan. 
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Skripsi Farah Nur Anggraini tersebut memaparkan mengenai 

problematika yang dihadapi hakim mediator dalam praktik mediasi dan 

berusaha mengaitkannya dengan teori mediasi yang secara materiil diatur 

dalam PERMA No. 1 Tahun 2008. Sedangkan dalam analisisnya kebanyakan 

menggunakan teori-teori dalam hukum Islam. Berbeda dengan skripsi 

penyusun yang meneliti mediasi dalam hal efektivitas mediasi dan penerapan 

mediasi yang kemudian dianalisis dengan teori efektivitas hukum. 

Penyusun juga menemukan beberapa penelitian yang membahas 

mengenai efektivitas mediasi, diantaranya yaitu: 

Skripsi Arif Rijal Fadillah yang berjudul “Efektivitas Mediasi dalam 

Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman”
22

 yang memaparkan bahwa 

mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sleman belum efektif 

dikarenakan belum adanya mediator yang bersertifikat, kemudian faktor 

perasaan para pihak yang menyebabkan mediasi menjadi sulit dilakukan. 

Skripsi ini hanya meneliti mediasi melalui dokumen-dokumen yang ada 

di Pengadilan Agama Sleman sehingga tidak melihat secara langsung praktik 

mediasi yang dilakukan oleh mediator. Dalam hal analisis datanya juga 

sebatas menggunakan teori hakam dalam hukum Islam, tidak disandarkan 

dengan teori-teori hukum Indonesia yang ada. Sehingga jelas sangat berbeda 

dengan skripsi penyusun yang akan mendasarkan pada teori efektivitas 

                                                           
22

 Arif Rijal Fadillah, “Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama 

Sleman Yogyakarta Tahun 2012,” Skripsi fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 

(2014). Tidak diterbitkan. 
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hukum. Teori efektivitas hukum menitik beratkan pada latar yuridis 

sosiologis sehingga mencirikan pada analisis undang-undang dan sebab-sebab 

sosial dalam penerapan mediasi. Efektivitas hukum inilah yang nantinya 

menilai seberapa efektif penerapan mediasi di PA Slawi dilihat dari seberapa 

jauh seseorang dapat mematuhi norma-norma yang diberlakukan, karena 

norma-norma tersebut yang membuat seseorang dapat menentukan sikap dan 

nilai-nilai kesopanan. 

Skripsi Ahmad Jauhari yang berjudul “Efektivitas Mediasi dalam 

Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2005-2009”,
23

 

dimana skripsi tersebut menilai bahwa mediasi yang dilakukan oleh hakim 

mediator hanya sekedarnya saja dan dianggap sebagai formalitas saja. Skripsi 

ini juga mempunyai kemiripan dengan skripsi Arif Rijal Fadillah, hanya 

yurisdiksi penelitiannya saja yang berbeda, selain itu dalam skripsi Ahmad 

Jauhari juga pembatasanya sangat luas yaitu meliputi seluruh  perkara 

perceraian sedangkan dalam skripsi penulis hanya sekedar cerai gugat saja. 

Setelah melihat beberapa literatur, maka dapat disimpulkan bahwa dari 

beberapa karya ilmiah tersebut belum ada yang menyinggung mengenai apa 

yang akan penyusun teliti yaitu “Tinjauan Hukum Islam dan Efektivitas 

Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Slawi”, sekalipun 

mempunyai tema dan bahasan yang sama yaitu mediasi tetapi mempunyai 

                                                           
23

 Ahmad Jauhari, “Efektivitas Mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama 

Yogyakarta Tahun 2005-2009,” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2010). 

Tidak diterbitkan. 
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landasan teori dan yurisdiksi yang berbeda, serta ruang lingkup penelitian 

yang berbeda. 

E. Kerangka Teoretik 

Perceraian dalam keluarga mencuat manakala keadaan keluarga 

diprediksikan sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian dianggap 

jalan yang paling baik untuk menyelesaikannya. Tujuan perkawinan
24

 yang 

tidak terpenuhi adalah faktor dominan penyebab perceraian, meskipun banyak 

perceraian yang terkadang disebabkan hanya karena masalah-masalah kecil 

seperti seringnya cek-cok dalam rumah tangga hanya karena keduanya masih 

kurang dewasa dalam  menghadapi masalah. Perceraian yang seperti itu 

harusnya sudah tidak terjadi di Pengadilan Agama. 

Ketika timbul pertengkaran yang dapat mengarahkan pada perceraian 

maka kedua keluarga seharusnya ikut andil dalam menyelesaikan persoalan. 

Perlu adanya musyawarah antara kedua belah pihak agar perceraian dapat 

dihindarkan. Allah SWT berfirman: 

                                                           
24

 Menurut Khoiruddin Nasution, tujuan perkawinan yaitu membangun keluarga sakinah, 

mawadah dan rahmah. Ini adalah tujuan utama sebuah perkawinan, sehingga untuk mencapai 

tujuan tersebut perlu adanya tujuan pelengkap sebagai jalan meraih tujuan utama. Tujuan 

pelengkapnya, pertama adanya reproduksi/regenerasi untuk mendapatkan keturunan yang baik, 

sholeh dan sholehah sehingga bermanfaat untuk keluarga, masyarakat dan negara. Kedua, selain 

sebagai regenerasi, reproduksi adalah salah satu tujuan untuk pemenuhan kebutuhan biologis, 

tetapi kebutuhan biologis yang lain juga harus dipenuhi seperti sandang dan pangan. Ketiga, yaitu 

untuk menjaga kehormatan karena dengan menikah laki-laki maupun wanita akan terpelihara dan 

terhindar dari adanya fitnah. Keempat, sebagai sarana ibadah. Lihat Khoiruddin Nasution, Hukum 

perkawinan 1 (Yogyakarta: Tazzafa), hlm. 38-54. 
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 لكَۖحىۡ هي ًفضّىالٱ بملۡلۡٱ غليظ فظّا كٌت ولىۡ لهنۡۖ لٌت للّهٱ هّي وتزحۡ فبوا

 للّهۚٱ علً ىكّلۡفت عصهت فئِذا أهسِۖلۡٱ في وشاوزهن لهنۡ تغفسۡسۡٱو هنعٌۡ عفٲف

 وتىكلييلۡٱ يحبّ للّهٱ إىّ
25

 

Sebab diturunkannya ayat ini yaitu karena kekalahan kaum muslimin 

terhadap kaum kafir dalam Perang Uhud. Dikarenakan banyaknya sahabat 

yang tidak menuruti perintah Nabi SAW, sehingga membawa kaum muslimin 

pada kegagalan.
26

 Namun, meskipun dalam kondisi seperti itu Allah 

memerintahkan Nabi-Nya untuk tetap menempuh jalan musyawarah. Hal ini 

dimaksudkan sebagai pembelajaran bagi kaum muslimin bahwa musyawarah 

adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan. 

Didalam musyawarah terdapat silang pendapat yang sangat terbuka, 

pesertanya dapat menyampaikan secara lemah lembut dan sopan sehingga 

Nabi SAW menerapkan konsep musyawarah selama menghadapi persoalan 

dalam hidupnya. Nabi SAW tidak menetapkan kaidah-kaidah khusus dalam 

bermusyawarah karena beliau SAW selalu menyesuaikan kondisi dan situasi 

yang terjadi dalam bermusyawarah . 

Perintah musyawarah ini dikuatkan dengan firman Allah SWT berikut: 

                                                           
25

 Ali Imran (3): 159 

 
26

 Ahmad Musthafa Al-Marāghi, Tafsir al marāghi (Semarang: CV. Toha Putra, 1986), jilid 

IV: 194. 
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 هنزشلٌَٰ وهوّا ٌهنبيۡ شىزي سهنۡوأهۡ ةلصّلىٰٱ وألاهىاْ لسبّهنۡ تجابىاْسۡٱ لّرييٱو

يٌفمىى
27 

Dari ayat tersebut menunjukan bahwa dalam menghadapi masalah harus 

dengan sikap yang lemah lembut, tidak boleh kasar dan mencari kesepakatan 

melalui jalan musyawarah, ketika sudah mencapai kesepakatan setiap pihak 

harus mematuhi dan bertawakkal kepada Allah SWT. 

Tujuan adanya musyawarah adalah mencari kesepakatan dengan 

mengutamakan kemaslahatan dan menghindarkan dari kemudaratan. Hal ini 

sesuai dengan kaidah: 

ضساز ولا ضسز لا
28

 

Kaidah ini menegaskan larangan atas segala bentuk tindakan yang 

menyebabkan kemudaratan atas pihak lain. Musyawarah yang dilakukan 

kedua pihak keluarga bertujuan untuk menghindari adanya mafsadat-mafsadat 

yang timbul akibat pertengkaran yang terjadi diantara suami-istri. 

Baiknya ketika melakukan musyawarah kedua pihak mengirimkan 

wakilnya/ hakam/ Juru damai. Juru damai bertugas berusaha menyatukan 

kembali keluarga yang akan putus. Di dalam Al Quran disebutkan: 

                                                           
27

 As Syūra (42): 38 

 
28

 Moh. Kurdi Fadal, Kaidah-Kaidah Fiqh (Jakarta: CV. Artha Rivera), hlm.49. 
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 يسيدا إى ‹أهلها يهّ وحكوا ۦأهله هّي حكوا بعثىاٲف بيٌهوا شماق خفتن وإى

خبيسا عليوا كاى للّهٱ إىّ بيٌهوآۗ للَهٱ يىفّك حاإصلٰ
29

 

Ayat tersebut menunjukan pengertian juru damai yang bertugas 

mendamaikan suami istri yang sedang bersengketa dengan metode win-win 

solution.
30

 Hakam dari pihak suami dan istri bersifat netral dan tidak 

memihak, maka hakam berusaha untuk menyatukan kembali keluarga yang 

akan berpisah. Keberadaan mediator untuk menyelesaikan sengketa keluarga 

sangat urgent karena peran mediator memperbaiki hubungan suami istri akan 

menentukan kelanggengan suatu rumah tangga. 

Dalam konsep hukum positif, kegiatan mendamaikan seperti di atas 

dituangkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 dimana konsep perdamaian 

tersebut telah dimodifikasi dan biasa disebut dengan Mediasi. Mediasi telah 

diatur dengan jelas dalam PERMA No. 2 Tahun 2003 jo PERMA No. 1 

Tahun 2008 dan PP No. 54 Tahun 2000 dan Keputusan Badan Arbitrase Pasar 

Modal Indonesia (BAPMI) No. Kep-05/BAPMI/11.2002 tentang Persyaratan 

Mediator.
31

 

Peran mediator dalam proses mediasi sangatlah penting, karena gagal 

tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh mediator. Mediator dituntut 

                                                           
29

 An-Nisā (4): 35 

 
30

 Win win solution yaitu penyelesaian masalah tanpa memandang dan memilah siapa yang 

benar dan siapa yang salah. Keduanya dianggap sama dan tidak ada yang dilebihkan maupun 

direndahkan. 

 
31

 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, hlm. 69. 
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untuk berperan aktif dalam membangun dan menjembatani pertemuan antara 

para pihak. Mendisain pertemuan, memimpin dan mengendalikan pertemuan, 

menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai 

kesepakatan adalah peran utama mediator, sehingga mediator seakan menjadi 

katalisator untuk membangun diskusi-diskusi konstruktif diantara para pihak 

yang menumbuhkan komunikasi yang baik. 

Jalan mediasi telah diintegrasikan dalam litigasi di Pengadilan Agama, 

dan para pihak yang mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama akan 

melalui tahapan mediasi yang diwajibkan oleh hakim.
32

 Praktek keberhasilan 

mediasi tergantung pada kinerja mediator dan fleksibilitas para pihak. Jika 

dipandang dari efektivitas hukum maka mediasi akan efektif jika seluruh 

komponennya menjalankan mediasi sesuai dengan aturan hukum yang 

berlaku, artinya mediasi bukanlah hanya sekedar deretan proses hukum 

belaka dan dianggap sebagai formalitas saja. Mediasi harus dijalankan dengan 

sungguh-sungguh. 

                                                           
32

 Sebagaimana yang telah diatur dalam PERMA No 1 Tahun 2008, pasal 2 (ayat 2, 3 dan 

4). Ayat 2: “Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian 

sengketa melalui mediasi yang diatur dalam pasal ini”. Ayat 3: tidak menempuh prosedur mediasi 

berdasar peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR atau pasal 154 

Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum”. Ayat 4: Hakim dalam pertimbangan 

putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan 

perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang 

bersangkutan.” 
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Teori efektivitas Hukum mendasarkan pada penerapan hukum, 

pelaksanaan dan penegakan hukum di dalam masyarakat. Menurut Soerjono 

Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum adalah
33

: 

a. Hukum itu sendiri 

b. Penegak hukum 

c. Sarana dan fasilitas 

d. Masyarakat hukumnya, dan 

e. Kebudayaan 

Efektivitas hukum bergantung pada kelima hal tersebut, artinya hukum 

akan memberikan pengaruh positif terhadap masyarakat dan dinilai efektif 

jika kelima pokok di atas mempunyai nilai positif. Maka, efektivitas mediasi 

bergantung pada kelima hal di atas dimana diantara satu dengan yang lainnya 

saling berkaitan. Jika salah satu hal terdapat kecacatan yang kompleks maka 

mediasi tidak dapat dikatakan berjalan efektif. Sehingga efektivitas hukum 

memandang seberapa jauh hukum itu akan berpengaruh yang menghasilkan 

sikap tindak atau perilaku baik positif maupun negatif. Efektifitas hukum 

berarti seseorang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum 

sebagaimana mereka harus berbuat, sehingga norma-norma itu benar-benar 

diterapkan dan dipatuhi. 

Selama ini, belum ada data yang mengemukakan penelitian efektivitas 

mediasi di Pengadilan Agama menggunakan teori efektivitas hukum,
34

 

                                                           
33

 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: 

rajawali Pers, 2013), hlm. VII. 
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sehingga penyusun mencoba menggunakan teori tersebut untuk menganalisis 

mediasi yang diterapkan di PA Slawi, juga dengan menggunakan beberapa 

nash dalam hukum Islam sebagai bahan analisis. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research) dimana penulis mendapatkan data-data dan seluruh informasinya 

di PA Slawi. 

2. Sifat peneltitian 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Yaitu metode tersebut  

bertujuan mendeskripsikan suatu objek penelitian melalui data yang telah 

terkumpul yang kemudian dianalisis dan disimpulkan.
35

 Setelah 

mengumpulkan seluruh data penulis mendeskripsikan mengenai penerapan 

mediasi di PA Slawi dan proses mediasi yang dilakukan kemudian 

menganalisis kasus tersebut. 

3. Objek penelitian 

Objek penelitian yang dilakukan adalah PA Slawi. 

4. Populasi dan Sampel Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PA Slawi sebagai objek kajiannya, maka 

seluruh Pegawai dan orang yang berperkara di PA Slawi dianggap sebagai 

                                                                                                                                                               
34

 Dari literatur yang penyusun lihat, kebanyakan literatur menggunakan teori hakam dalam 

hukum Islam ketika meneliti permasalahan mediasi di Pengadilan Agama. 

 
35

 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Sosial (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 

1993), hlm. 31. 
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populasi penelitian. Sedangkan sampel penelitian yang penyusun gunakan 

adalah beberapa orang yang sedang terlibat dalam proses mediasi 

diantaranya adalah hakim mediator dan para pihak yang bersangkutan 

dengan mediasi. 

5. Pendekatan penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif 

dan yuridis, yaitu: 

a. Normatif, memahami mediasi yang diterapakan di PA Slawi sesuai 

dengan dasar dalam hukum Islam, nash dan dalil-dalil yang 

menjelaskannya. 

b. Yuridis, didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai mekanisme mediasi di PA Slawi. Peraturan yang digunakan 

adalah PERMA No. 1 Tahun 2008 yang kemudian direlevansikan 

dengan teori efektivitas hukum. 

6. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi yaitu dengan 

mengumpulkan seluruh dokumen-dokumen yang diperlukan di PA Slawi 

mengenai mediasi dan melakukan kajian dari berbagai tulisan yang 

berkaitan dengan mediasi. Wawancara yaitu melakukan tanya-jawab 

dengan para pihak yang bersangkutan guna mendapatkan informasi dan 

data yang akurat tentang upaya perdamaian di PA Slawi. 
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7. Teknik analisis data 

Setelah semua data terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, 

kemudian dikembangkan dengan pola berfikir: 

a. Induktif, yaitu suatu metode menganalisis data yang bersifat khusus 

berupa data-data mediasi di PA Slawi untuk kemudian diambil 

kesimpulan yang bersifat umum dan dikorelasikan dengan peraturan 

perundang-undangan dan teori-teori hukum. Data-data tersebut yaitu 

berupa data perkara cerai gugat yang masuk dan diterima selama tahun 

2013 dan 2014, data perkara cerai gugat yang diputus oleh hakim 

selama tahun 2013 dan 2014, dan berbagai data mediasi di PA Slawi 

yang dapat dijadikan sumber penelitian dan sumber analisis data. Data 

tersebut kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan, sehingga 

memberikan keterangan berupa sebab-sebab terjadinya tingkat cerai 

gugat yang tinggi dan menjelaskan mengenai efektivitas mediasi di PA 

Slawi. 

b. Deduktif, yaitu metode analisis data yang bersifat umum untuk 

kemudian ditarik kesimpulan yang khusus. Dalam hal ini yaitu dalil-

dalil, teori dan nash berkaitan dengan mediasi yang dapat menguatkan 

analisis mengenai efektivitas mediasi di PA Slawi. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Penulis menyajikan skripsi dalam lima bab dengan sistematika 

pembahasan sebagai berikut: 
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Bab pertama berisi mengenai gambaran umum penelitian yang terdiri 

dari latar belakang dan pokok masalah yang menjelaskan mengenai 

pentingnya penelitian tersebut, diikuti dengan tujuan dan kegunaan penelitian. 

Kemudian menelusuri penelitian sejenis yang pernah dilakukan, membangun 

kerangka teoritik mengenai teori-teori yang digunakan untuk menganalisa 

permasalahan. Metode penelitian yang digunakan dan diakhiri dengan 

sistematika pembahasan. Bab pertama bertujuan untuk menggambarkan 

secara singkat penelitian yang dilakukan, metode dan teori yang digunakan 

dan konsep dan sistematika pembahasan dalam penelitian. 

Bab kedua berisi mengenai gambaran umum mediasi, pengertian 

mediasi, peran dan fungsi mediator, ketentuan mediasi dalam peraturan 

perundang-undangan dan hukum Islam, teori efektivitas hukum. Materi-

materi tersebut dianggap penting untuk memberikan gambaran berupa konsep 

mediasi yang diterapkan di PA Slawi, terlebih materi tersebut merupakan 

dasar yang harus dikuasai baik oleh penyusun maupun pembaca. 

Bab ketiga berisi mengenai penelitian yang dilakukan, yaitu mengenai 

profil PA Slawi, data perceraian khususnya cerai gugat tahun 2014 di PA 

Slawi, dan proses dan penerapan mediasi dalam perkara cerai gugat di PA 

Slawi. Dalam bab ini menyajikan penelitian yang penyusun lakukan sehingga 

akan lebih dipahami setelah mengetahui teori dan konsep dasar mediasi, oleh 

karena itulah hasil dari penelitian ini disajikan dalam bab III. 
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Setelah mengetahui konsep mediasi di Indonesia dan mendapatkan hasil 

penelitian secara langsung, maka perlu pengolahan data untuk dianalisis 

berdasar pada teori-teori yang digunakan sehingga didapat pemikiran yang 

dapat memberikan jawaban pada permasalahan yang ditemui. Maka bab 

keempat berisi mengenai analisis data penelitian yang telah dilakukan di PA 

Slawi. Analisis tersebut yaitu berdasar pada dalil-dalil dan nash dalam hukum 

Islam terhadap penerapan mediasi di PA Slawi serta analisis efektivitas 

mediasi di PA Slawi dilihat dari PERMA No. 1 Tahun 2008 dan relevansinya 

dengan teori efektivitas hukum. 

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan yang dipaparkan adalah mengenai seluruh kajian yang telah 

dilakukan dalam penelitian ini. Penyusun juga memberikan pertimbangan 

berupa saran setelah mengeksplorasi permasalahan yang diteliti. Kesimpulan 

bertujuan untuk memberikan pemahaman singkat tentang hasil yang 

didapatkan setelah melakukan penelitian dan pengolahan data sehingga 

kesimpulan selalu disajikan di akhir pembahasan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah penyusun melakukan penelitian di PA Slawi dan menjabarkan 

mengenai proses mediasi yang dilakukan di PA Slawi maka penyusun 

menyimpulkan bahwa: 

1. Proses dan penerapan mediasi di PA Slawi belum sepenuhnya sesuai 

dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 yang dijadikan sebagai pedoman 

penerapan mediasi di PA Slawi, dikarenakan masih ada beberapa hakim 

majelis yang menetapkan mediator untuk para pihak secara langsung tanpa 

mempertimbangkannya dengan para pihak. Pada praktiknya mediasi yang 

dilakukan oleh PA Slawi di tahun 2013 dan 2014 belum dapat mengurangi 

angka perceraian secara massif, hanya 5-6 perkara saja yang dapat 

didamaikan. 

2. Ditinjau dari hukum Islam mediasi identik dengan konsep musyawarah dan 

Ṣulhu/Iṣlah dimana konsep musyawarah itu sudah ada dan mengakar pada 

masyarakat Kabupaten Tegal. Tujuan adanya mediasi juga sesuai dengan 

kemaslahatan yang diusung musyawarah dan aṣ-Ṣhulhu dalam hukum 

Islam. Sehingga penerapan mediasi di PA Slawi sudah sesuai dengan 

substansi nash dan dalil dalam hukum Islam serta tidak bertentangan 

dengan budaya dan tradisi masyarakat Kabupaten Tegal. 
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3. Baik secara kuantitas maupun kualitas mediasi di PA Slawi tidak dapat 

dikatakan efektif. Jika dilihat secara kuantitas angka efektivitas tidak 

mencapai 10 % dikarenakan angka perkara yang dapat di damaikan baik di 

tahun 2013 maupun 2014 hanya berkisar 6 dan 5 perkara saja. Dan secara 

kualitas dapat ditinjau dari teori efektivitas hukum bahwa berdasarkan teori 

efektivitas hukum, harus ada 5 faktor yang mengindikasikan bahwa 

mediasi dapat dikatakan efektif untuk diterapkan di PA Slawi, yaitu: 

hukum itu sendiri, penegak hukumnya, sarana dan fasilitas, masyarakat, 

dan budaya. Sedangkan di PA Slawi penegak hukum yang menangani 

mediasi menurut penyusun belum memenuhi syarat agar tercipta 

keefektifan hukum, yaitu belum bersertifikat. Dan yang paling tidak 

memenuhi syarat yaitu pemikiran masyarakat dalam menganggap mediasi, 

masyarakat memang sangat kooperatif dengan mediasi namun sikap 

tersebut bertujuan agar proses mediasi cepat selesai dan berlanjut ke 

persidangan. 

Maka, secara keseluruhan mediasi di PA Slawi tidak dapat dikatakan 

efektif karena masih terdapat dua hal yang belum memenuhi syarat, yaitu 

penegak hukum dan masyarakatnya sendiri. Meskipun dalam sudut pandang 

hukum Islam mediasi yang diterapkan di PA Slawi sudah sangat sesuai dengan 

konsep Iṣlah dan Musyawarah. Akan tetapi mediasi di PA Slawi tidak mencapai 
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tujuan yang tertuang dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, yaitu untuk mengatasi 

masalah penumpukan perkara. 

B. Saran 

1. Sebaiknya pemerintah (MA) mengadakan pelatihan khusus kepada 

mediator hakim agar para mediator hakim mempunyai kompetensi dan 

kemampuan yang lebih baik dalam mediasi. 

2. Perlu adanya sosialisasi mengenai arti penting mediasi kepada masyarakat 

kabupaten Tegal agar pemikiran masyarakat terhadap mediasi menjadi 

lebih baik. sehingga masyarakat tidak menganggap mediasi hanya sebagai 

formalitas saja. 

3. Untuk Pengadilan Agama Slawi agar lebih memperhatikan setiap peneliti 

yang akan melakukan riset di PA Slawi dikarenakan adanya penelitian/riset 

akan menjadikan PA Slawi lebih baik dalam pengelolaannya. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Apa itu mediasi menurut Bapak/Ibu? 

2. Bagaimana penerapan mediasi? 

3. Berdasarkan jumlah mediator yang ada: 

a. Apakah penerapan mediasi mencapai efektivitas secara maksimal? 

b. Bagaimana tingkat keberhasilan mediasinya? 

c. Dan apa ukuran keberhasilannya?  

d. Bila mediasi berhasil faktor apa yang paling dominan dalam 

keberhasilan tersebut? 

e. Dan jika gagal faktor apa yang paling menghambat? 

4. Apa perbedaannya ketika Bapak/Ibu menjadi mediator yang tak 

bersertifikat dengan sekarang yang sudah bersertifikat? 

5. Apakah Bapak / Ibu pernah menangani mediasi bersamaan dengan 

mediaor lain dalam satu kasus yang sama? Lebih sulit ataukah lebih 

mudah? 

6. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimanakah kondisi sarana dan fasilitas untuk 

mediasi? Sudahkah sesuai dengan standar yang ditetapkan MA? Kondusif 

atau tidak?(pasal 25) 

7. Dan sesuaikah insentif yang diberikan oleh MA kepada mediator hakim 

jika dibandingkan dengan pekerjaan yang dilakukan?(pasal 25)  

8. Bagaimana tanggapan para pihak selama menjalani proses mediasi dalam 

perkara cerai gugat? 
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